9.1

BAB IX
PENUTUP

Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan sebelumnya dapat ditarik

beberapa kesimpulan guna menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan
penelitian yang ingin dicapai. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah
Implementasi Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di masing-
masing Sekolah Tinggi dan Akademi bidang kesehatan di Provinsi DIY belum
berjalan optimal. Adapun kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1.

Implementasi Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di masing-
masing Sekolah Tinggi dan Akademi bidang kesehatan di Provinsi DIY
menunjukkan banyak perbedaan dalam menerapkan kebijakan SPMI, namun
sebagian besar menunjukkan bahwa SPMI diterapkan sesuai dengan peraturan
yang ada namun terdapat sekolah yang belum berjalan dengan baik karena
masih dalam tahap melengkapi dokumen mutu. Sistem pendidikan yang
diterapkan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) maupun
peraturan Dikti namun masih terdapat sekolah yang mengacu pada Undang-
Undang atau peraturan lama, sehingga perlu adanya penyesuaian dan
pengembangan. Sebagian besar sekolah telah memiliki sumber daya manusia
yang memadai, namun masih terdapat sekolah yang memiliki ketersediaan
sumber daya manusia yang minim. Akan tetapi, hal tersebut dapat diatasi
dengan adanya pembekalan pelatihan-pelatihan SPMI sehingga dapat dijadikan
modal untuk penyusunan dokumen dan pelaksanaan SPMI. Selain itu diketahui
bahwa sebagian besar Sekolah Tinggi dan Akademi bidang kesehatan di
Provinsi DIY telah memiliki sumber daya manusia yang berkomitmen dan
kooperatif dalam menjalankan kebijakan SPMI serta mampu menjalin
komunikasi dan kerjasama yang baik untuk mewujudkan tujuan dalam
kebijakan SPMI.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internai
(SPMI) di masing-masing Sekolah Tinggi dan Akademi bidang kesehatan di
Provinsi DIY terdapat beberapa faktor pendukung diantaranya adalah adanya
komitmen SDM yang tinggi, adanya komunikasi yang baik antar anggota
pelaksana kebijakan, namun juga terdapat beberapa faktor penghambat yang
menjadi kendala pada implementasi kebijakan diantaranya adalah budaya mutu
yang kurang diterapkan dengan baik seperti kerja yang tidak didasari oleh
pedoman yang telah ditentukan, kemudian adanya beban kerja yang tinggi
dapat menimbulkan sikap pasif dari para pelaksana serta masih adanya
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dokumen mutu yang belum lengkap membuat implementasi kebijakan Sistem
Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menjadi terhambat.

Model kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang sesuai untuk
Sekolah Tinggi dan Akademi bidang kesehatan di Provinsi DIY dengan
melakukan penerapan nyata melalui Controlling Integrated Education System
(CIES) yang mengutamakan perbaikan sistem yang belum berjalan dengan baik
melalui kontrol yang terintegrasi dengan melibatkan semua stakeholder dan
SDM untuk memiliki komitmen yang kuat serta sikap kooperatif dalam
menjalankan SPMI yang lebih baik.

Saran
Implikasi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan

penggunaan praktis sebagai hasil pemikiran penelitian berupa saran kepada
organisasi/lembaga penyelenggara pendidikan, adalah sebagai berikut:

1.

Diharapkan agar dapat memastikan bahwa dokumen mutu yang belum lengkap
pada Sekolah Tinggi dan Akademi bidang kesehatan di Provinsi DIY agar
segera dilengkapi dan benar-benar dijalankan oleh semua unsur dalam
pengelolaan perguruan tinggi bidang kesehatan.

Sebaiknya disetiap Perguruan Tinggi mempunyai dosen atau staff yang sudah
mengikuti pelatihan sebagai Auditor Mutu Internal, sehingga mampu
melakukan monitoring pada setiap proses pelaksanaan kebijakan SPMI serta
melakukan pembinaan terus menerus dalam membangun budaya mutu.
Mengingat adanya penghambat yang menjadi kendala pada implementasi
kebijakan terkait kerja yang tidak didasari oleh pedoman yang telah ditentukan
dan juga beban kerja yang tinggi maka diharapkan dapat menerapkan budaya
mutu yang lebih baik.

Dengan menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sesuai dengan
sejarah, visi, misi, ukuran dan budaya masing-masing Perguruan Tinggi yang
bersangkutan, diharapkan akan terwujud suatu Perguruan Tinggi yang bermutu
serta berkemampuan berkembang untuk mendukung daya saing ditinggal
nasional dan international.

Dengan dirumuskannya model CIES sebagai Model SPMI untuk Perguruan
Tinggi bidang kesehatan, diharapkan dapat mempermudah Perguruan Tinggi
bidang kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada khususnya dan di
Indonesia pada umumnya untuk menjalankan SPMI. Dengan demikian secara
internal terjamin kualitasnya dan secara external hasil akreditasi akan lebih
baik.



